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GUBERNUR Sulteng H Longki Djanggola, saat menyaksikan penandatanganan kesepakatan terkait sistem informasi di KantoBPK RI perwakilan Sulteng, kemarin (10/5/2013). Foto:
KIRIMAN BPK
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BPK-Gubernur Teken Sistem Informasi

PALU, MERCUSUAR-
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sulteng
bersama Gubernur Sulteng
H Longki Djanggola dan
para bupati se Sulteng, me-
neken keputusan bersama
tentang petunjuk teknis

pengembangan dan pen-
gelolaan sistem informasi
untuk akses data dalam
rangka pemeriksaan pen-
gelolaan dan tanggungja-
wab keuangan.
Penandatanganan ke-
sepakatan bersama ini,

sebagai implementasi pasal
8 Nota Kesepahaman antara
BPK RI dan Pemprov Sulteng,
Parigi Moutong, Tojo Una
Una, Tolitoli dan Buol, tang-
gal 8 November 2011 tentang
pengembangan dan pengelo-
laan sistem informasi untuk

PNS Wajlb Miliki KPE

akan ditransfer ke masing-
masing rekening,

“lumlah KPE yang disetujui
oleh pusat untuk Kabupaten
Sigi sebanyak 5400, pe-
laksanaannya sudah ter-
jadwal, sehingga aman dan
lancar, kegiatan tersebut
kerjasama antara BKD Sigi,
BPD dan Sukopindo sebagai
operator,” jelasnya.

Ia menjelaskan, persy

o e S P

akses data.

Ada beberapa kese-
pakatan yang dicapai dalam
pertemuan itu, diantaranya
sosialisasi dalam rangka
implementasi e-audit, di-
laksanakan pada tanggal 27
Juni 2012.

Sosialisasi ini dimaksud-
kan untuk mendapatkan
gambaran tentang kesia-
pan Tehnologi Informasi
entitas.

Kemudian proses ini, se-
cara terstruktur akan mem-
bentuk Pusat data pengel-
olaan Keuangan Negara di
BPK RI. Data yang berasal
dari entitas kemudian seca-
ra terstruktur diformulasi-
kan, sehingga dapat diban-
dingkan dan disandingkan
dengan data dari entitas
lainnya yang mempunyai

keterkaitan.

BPK menyadari bahwa
upaya mendorong terwu-
judnya pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan
negara/daerah, yang trans-
paran dan akuntabel tidak
dapat dilaksanakan sendiri
oleh BPK.

“Untuk itu, diperlukan
sinergi antara BPK, DPRD
dan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota, tanpa
harus mencampuri tugas
dan fungsi masing-masing.
Sinergi yang dimaksud
dapat ditempuh melalui
e- audit yaitu pemeriks-
aan yang berbasis elektro-
nik dapat tercipta Sinergi
Nasional Sistem Infonnasi
(SNSI),” kata Kepala BPK
RI Perwakilan Sulteng
Sumardi. */ury




